
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.890, 2018 KEMENAG. LPTK.  

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 15 TAHUN 2018 

TENTANG 

LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan program pendidikan 

sarjana pendidikan dan/atau pendidikan profesi guru 

yang bermutu, menyeluruh, berkesinambungan, 

bersinergi, dan akuntabel perlu reformasi lembaga 

pendidikan tenaga kependidikan; 

  b. bahwa reformasi lembaga pendidikan tenaga 

kependidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

dilaksanakan dengan menetapkan standar lembaga 

pendidikan tenaga kependidikan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Agama tentang Lembaga Pendidikan 

Tenaga Kependidikan;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4586); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 

Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang 

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5007); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5500); 

8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); 
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9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 

Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

220); 

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 

Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831); 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 

Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru 

Prajabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1026); 

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik 

pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1372) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi 

Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 40); 

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1952); 

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang 

Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
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Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang 

Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1509); 

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263); 

18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data 

Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1461); 

19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462); 

20. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 

21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan 

Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1146); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG LEMBAGA 

PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pendidikan Tinggi Keagamaan adalah pendidikan tinggi 

yang diselenggarakan untuk mengkaji dan 

mengembangkan rumpun ilmu agama serta berbagai 

rumpun ilmu pengetahuan secara terintegrasi.  
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2. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat 

PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

Pendidikan Tinggi Keagamaan. 

3. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang 

selanjutnya disingkat LPTK adalah PTK yang 

menyelenggarakan program pendidikan sarjana 

pendidikan atau program pendidikan sarjana pendidikan 

dan pendidikan profesi guru. 

4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya 

disingkat SNPT adalah satuan standar yang meliputi 

standar nasional pendidikan ditambah dengan standar 

nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian 

kepada masyarakat. 

5. Standar Pendidikan Guru yang selanjutnya disingkat 

SPG adalah kriteria minimal program sarjana 

pendidikan dan program pendidikan profesi guru.  

6. Standar LPTK yang selanjutnya disingkat SLPTK adalah 

ketentuan minimal yang harus dipenuhi oleh PTK 

dalam penyelenggaraan program pendidikan sarjana 

pendidikan atau program pendidikan sarjana pendidikan 

dan pendidikan profesi guru.  

7. Program Pendidikan Sarjana Pendidikan yang 

selanjutnya disebut Program PSP adalah program 

pendidikan akademik yang diselenggarakan oleh PTK 

untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang setara 

dengan level 6 (enam) dalam kerangka kualifikasi 

nasional Indonesia.  

8. Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya 

disebut Program PPG adalah pendidikan profesi guru 

yang setara dengan level 7 (tujuh) dalam kerangka 

kualifikasi nasional Indonesia. 

9. Program PPG dalam Jabatan adalah Program PPG yang 

merupakan jenjang pendidikan tinggi setelah Program 

PSP bagi mereka yang sudah berstatus dan bertugas 

sebagai guru. 

10. Program PPG Prajabatan adalah Program PPG yang 

merupakan jenjang pendidikan tinggi setelah Program 
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